LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
TAHUN 1995 SERI : D NO : 27

NOMOR : 29
====================================================
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 31 TAHUN 1995

TENTANG

TATAKERJA DINAS PENDIDIKAN DAN

ORGANISASI DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otoenu

mi yang nyata, dinamis dan bertang-
gung jawab dengan titik berat di
Daerah Tingkat II berdasarkan Peratu-
ran Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995,
telah diserahkan sebagian urusan di
bidang Pendidikan dan Kebudayaan
kepada Daerah Tingkat II sebagai

Urusan Rumah Tangga Daerah ;

b. bahwa dengan adanya penyerahan urusan
tersebut, maka Susunan Organisasi dan
Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebu-
dayaan Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas sebagaimana diatur dalam
peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun
1991 sudah tidak sesuai lagi oleh

karena itu perlu ditinjau kembali ;

pahwa sehubungan dengan hal tersebut,
untuk meningkatkan penyelenggaraan
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Mengingat

pemerintahan dan pembangunan
berdayaguna dan berhasilguna
nya dalam bidang Pendidika usyg.
Kebudayaan, maka perlu menelt.l dan
kembali Organisasi dan Tataipkﬁn
Dinas Pendidikan dan  Kebuga

dengan Peraturan Daerah ; Yaa
. Undang-undang Nomor 13 Tahun 16
tentang Pembentukan Daerah-daergg

Kabupaten dalam Lingkungan Propjnes
Jawa Tengah ; Plnsj

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan gj
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tap-
bahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 3037) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan
Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat
dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran
dan Kebudayaan kepada Propinsi-
Propinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1951 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 173)

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

1988 tentang Koordinasi  Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373) i

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahul
1992 tentang Penyelenggaraan otonoml
Daerah dengan Titik Berat pada Daerf:_lh
Tingkat II (Lembaran Negara RepubliX
Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, 'I'amba_
han Lembaran Negara Republik Indone
Sla Nomor 3487) ;

I
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6. Peraturan
1995

Urusan
Puluh en

Pemerintah Nomor 8 Ta@uﬂ
tentang penyerahan Sebagla
Pemerintahan kepada 26 (Qua
am) Daerah Tingkat II Percon-
tohan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tamba-

han Lembaran Negara Republik Indone-
sia Nomor 3590) ;:

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun 1992 tentang Pedoman Orga-
nisasil Dinas Daerah:

8-

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peratu-

ran Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi
Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan

Proyek Percontohan Otonomi Daerah
Pada Daerah Tingkat II ;

11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun
1990 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dalam Bidang Pendidikan
dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat
ke IT (Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun
1995 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
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TINGKAT II BANYUMAS TENT h
AN

SI DAN TATAKERJA DINAS PENDIpre NISA-

KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH Tyh 2D

II BANYUMAS. TINGRAy

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

palam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyu-

mas;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah  Kabupaten

Daerah Tingkat II Banyumasj;
c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Banyumas;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Banyumas;
Dinas Pendidikan dan Ke

Pendidikan dan Kebudayaan

II Banyumas;
adalah Kepala Dinas Pendidikan dan

f. Kepala Dinas
Kebudayaan Kabupaten paerah Tingkat II Banyumas;
g. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas
pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai wilayah

kerja meliputi 1 (satu) atau beberapa Kecmatan i

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya
disebut UPTD adalah Unsur pelaksana dari sebagian
tugas Dinas yang melaksanakan tugas teknis terten-
tu;

i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menun juk-
kan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak se€oT
rang Pegawai Negeri Sipil dal
yang _dalam pelaksanaan tugasnya
keahlian dan atau Xketerampilan

bersifat mandiri.

budayaan adalah Dinas
Kabupaten Daerah Tingkat

tertentu

4 ;4
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BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Unsur
Pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berda-
sarkan kewenangan pangkal dan penyerahan urusan
lebih lanjut kepada Daerah sebagai urusan rumah
tangga Daerah di bidang Pendidikan dan
Kebudayaan . )

(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang

Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi
tanggungjawabnya meliputi produksi, penyuluhan. usaha
tani dan pengolahan, kesehatan hewan serta

penyebaran dan pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah
atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

a. pembinaan berdasarkan kebijaksnaan yang ditetapkan
oleh Bupati Kepala Daerah ;

b. bimbingan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan :;

c. pelaksanaan pemberian, pengawasan dan pembinaan
perizinan serta pembinaan usaha Pendidikan dan
Kebudayaan sesuai tugas pokok ;

d. pelaksanaan penyuluhan ;
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e. pelaksanaan pengkajian penerapan teknolog; '
i

di tingkat usaha tani ; any,
f. pelaksanaan urusan umum, perlengkapan, ke Tap
keuangan serta ketatausahaan Dinas Penqjq;J2¥ai,
Kebudayaan ; 1kan qn,
g. pengawasan dan bimbingan teknis terhag an
Pelaksana Teknis Dinas-dinas Daerah. ap Un

1]

BAB III
ORGANISASTI
Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan gap
dayaan terdiri dari : Keby.

a. Kepala Dinas;
b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Urusan Perencanaan ;
‘2. Urusan Kepegawaian ;
3. Urusan Keuangan ;
4, Urusan Umum.

c. Seksi Produksi terdiri dari :
1. Sub Seksi Teknik Produksi ;
2. Sub Seksi Peembibitan Daya ;
3. Sub Seksi Pakan ;
4. Sub Seksi Kaji Terap.

d. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan terdiri dari -
1. Sub Seksi Pelayanan Usaha ;
2. Sub Seksi Sumber Daya ;
3. Sub Seksi Pengolahan Hasil ;
4. Sub Seksi Pemasaran.

e. Seksi Kesehatan Hewan terdiri dari :
1. Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan ;
2. Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan ;
3. Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan ;
4. Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

f. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Pendidikan

dan Kebudayaan terdiri dari :
1. Sub Seksi Identifikasai ;

el
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(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

2. Sub Seksi Penyiapan ;
3. Sub Seksi Penataan ;
4. Sub Seksi Redistribusi ;

g. Seksi Penyuluhan terdiri dari :
1. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
2. Sub Seksi Kelembagaan ;
3. Sub Seksi Ketenagaan ;
4. Sub Seksi Sarana.

h. Cabang Dinas ;
i. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing
berada dibawah dan bertanggung Jjawab kepada

Kepala Dinas.
Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada
dibawah dan bertanggung Jjawab kepada Kepala

Dinas.

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang
perada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang
Tenaga Fungsional yang paling senior sebagai
Ketua Kelompok dan bertanggung Jjawab kepada

Kepala Dinas.

Pasal 6

Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf a s/d £ dan i Peraturan
Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Bupati Kepala Daerah.

Bagan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
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i bagian
ntum dalam Lampiran dan merupakan DaC
;::gatak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
TATAKERJA
Pasal 7

Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan
kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diatur
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
Nomor 6 Tahun 1991 tentang Susunan Orga
Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Daerah Tingkat II Banyumas dinyatakan tidak
lagi.

ini, maka
ITI Banyumas
nisasi dan
Kabupaten

berlaku

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar .= supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
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memerlntahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

jengan penempatannya dalam Lemb
paerah Tingkat II Banyunmas. aran Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 Maret 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH

RABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II BANYUMAS
BANYUMAS
Ketua,
Cap. ttd Cap. tta.
H. WARSONO H.DJOKO SUDANTOKO

‘peraturan Daerah ini telah disahkan dengan S...t

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah tanggal 10 Juli 1995 Nomor : 188.3/218A/1995

piundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 27 tanggal 28 Juli 1995

Seri D

Sekretaris Wilayah/Daerah
Cap. ttd.

Drs. SOEDIMAN

Pglbina
Nip. : 500 034 842
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAﬁ KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 31 TAHUN 1995
TENTANG

ORGANISAST DAN TATAKERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBU-
DAYAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM

Sebelumnya penyerahan urusan di bidang Pen-
didikan dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II
telah diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa

Tengah dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan
Kepada Daerah Tingkat ke II.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah
Tingkat II Percontohan, telah ditambahkan sebagian
urusan pemerintahan di bidang Pewwndidikan dan
Kebudayaan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah

Tingkat 1II Banyumas sebagai urusan rumah tangga
daerah.

Urusan-urusan yang diserahkan untuk diseleng-
garakan adalah sebagai berikut :

Kewenangan Pangkal :

1. Mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus
pemberantasan buta huruf dan memberi subsidi
kepada kursus-kursus pemberantasan buta huruf

yang diselenggarakan oleh badan badan parti-
kelir ;
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6.

Mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus
pengetahuan umum tingkat A Negeri dap menberi
subsidi kepada kursus-kursus semacam 1tu yang
diselenggarakan oleh partikelir ;

menganjurkan berdirinya, membanty dan mendiri-
kan kursus-kursus vak yang sesuai dengan kebu-
tuhan Daerah ;

Mengusahakan perpustakaan rakyat :;

- Mendirikan dan mcenyelenggarakan kursus-kursus

pengantar kewajiban belajar ;

Memimpin dan memajukan kesenian.

Penyerahan Urusan Lebih Lanjut :

7. Sekolah Dasar :

a. Penerimaan siswa ;

b. Pengelolaan administrasi kepegawaian Kepala
Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah ;

c. Penyaluran gaji Kepala Sekolah, Guru dan
Penjaga Sekolah ;

d. Penyediaan kesejahteraan Kepala Sekolah,
Guru dan Penjaga Sekolah ;

e. Pendataan Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga
Sekolah ;

f. Penempatan, pemindahan dan memproses ke-
naikan pangkat Guru, Kepala Sekolah, Penja-
ga Sekolah antar Kecamatan dan Pengangka-
tan Kepala Sekolah Dasar ;

Penyelenggaraan sekolah Dasar Negeri dan
swasta ;

h. Pengadaan dan pengurusan alat-alat pelaja-
ran dan perlengkapan Sekolah ;

i. Penyediaan dan pengurusan tanah dan bangu-
nan untuk sekolah Dasar ;

j- Pengadministrasian tanah dan bangunan Seko-
lah Dasar ;

k. Pengadaan sarana dan prasaran Kkesenian,
olah raga dan kesehatan Sekolah ;
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1. Pengurusan Badan Pembantu Penyelenggaraan
Pendidikan (BP3) ; _

m. Penyelenggaraan Pekan Olah Raga dan Seni
Antar Kecamatan di Daerah Tingkat II ;

n. Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah ;

O. Penyelenggaraan Kepramukaan, Koperasi dan
Perpustakaan Sekolah Dasar ;

P. Pengurusan kenaikan gaji berkala Kepala Se-
kolah, Guru dan Penjaga Sekolah ;

q. Pemberian cuti Kepala Sekolah, Guru dan
Penjaga Sekolah ;

r. Melaksanakan pendataan, pengiriman laporan
data Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Seko-
lah ;

S. Penyaluran blanko/formulir, STTB dan NEM
serta raport murid ;

t. Pengadaan sarana dan prasaran Sekolah Dasar
Luar Biasa (SDLB) ;

u. Pengelolaan sekolah Dasar Kecil dan Sekolah
Dasar Terpadu.

Pendidikan Luar sekolah :

a. Pelaksanaan program belajar ;

b. Pengembangan dan penyusunan kurikulum se-
suai dengan muatan lokal ;

C. Penyediaan bahan belajar lokal, tempat be-
lajar dan fasilitas lainnya ;

d. Penyediaan dana belajar ;

e. Pembinaan tenaga lapangan ;

f. Penyelenggaraan kursus—kursus/magang H

g. Pemberian perizinan dan penyelenggaraan
kursus-kursus.

Kepemudaan :

a. Perencanaan dan penyelenggaraan latihan pe-
muda dan Pramuka tingkat perintis, pemuka,
pasukan pengibar bendera (Paskibra), peran
serta pemuda dalam pPembangunan, kelompok
kerja produktif dan kelompok minat :

b. Pendataan kegiatan kepemudaan dan tenaga
pembina pemuda, pembinaan organisasi Kkepe-
mudaan, dan purna Program dan ;

C. Pengelolaan dan pemeliharaan parasarana ke-
pemudaan dan kepramukaan.

3
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10. Keolahragaan : _
a. Pemassalan olah raga masyaraka?, pembinaan
olah raga masyarakat, dan pembinaan presta-

si atlit ; ‘
b. Pembinaan dan pengembangan olah raga tradi-
sional ; o
c. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olah
raga ;

d. Penyediaan dana olah raga ;
e. Pembinaan dan pengembangan perkumpulan olah
raga ;

11. Kesegaran Jasmani dan Rekreasi :

a. Pengadaan tanah, sarana, prasarana fasili-
tas dan dana untuk Kkesegaran Jjasmani dan
rekreasi ;

b. Pemeliharaan fasilitas kesegaran jasmani
dan rekreasi serta taman kesegaran jasmani
dan rekreasi ;

c. Pengangkatan dan pembinaan tenaga pengelo-
la taman kesegaran Jjasmani dan rekreasi,
instruktur, peltih, pembimbing, penyuluh
kesegaran jasmani dan rekreasi ;

d. Penyelenggaraan pekan kesegaran Jjasmani
Daerah.

12. Kebudayaan :
a. Nilai-nilai budaya :

- Pengadaan dan perwatan sarana dan prasa-
rana pelestarian nilai-nilai budaya, ter-
masuk pengadaan tenaganya ;

- Pelestarian nilai-nilai budaya ;

- Pemeliharaan bantuan kepada lembaga-
lembaga tradisional ;
- Pengumpulan data tentang nilai-nilai bu-
daya.
b. Kesenian :

- Pembinaan dan pengembangan kesenian ;

- Pengadaan dan perawatan sarana dan prasa-
rana kesenian, termasuk pengadaan tenaga-
nya- ;

- Pemberian bantuan dan atau penghargaan
kepada seniman, pendorong kegiatan seni/
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penyandang dana organisasi seni, dan pe-
‘nyelenggara kegiatan kesenlan ;

- Pemberian perizinan penyelenggaraan Kkur-
sus-kursus kesenian.

C. Permuseuman :

- Inventarisasi dan dokumentasi museum ;

- Pengembangan, pembinaan dan pengamanan
museum ;

- Peningkatan peranan museum di masyarakat
dan peningkatan apresiasi masyarakat ; _

= Penyebarluasan dan penerbitan informasi
tentang museum di Daerah yang bersangku-
tan untuk pemanfaatan museum sebagai
sarana pelestarian kebudayaan, sarana
pendidikan, penelitian dan rekreasi ;

- Pengadaan atau penambahan koleksi, pengo-

lahan data, dan persiapan koleksi layar
pamer.

d. Sejarah dan Kepurbakalaan :

- Pemeliharaan benda cagar budaya dan si-

tus, termasuk pengadaan sarana, prasara-
na dan tenaganya ;

Inventarisasi, dokumentasi dan penerbitan
serta kegiatan persiapan yang berkaitan
dengan penetapan benda-benda dan atau
tempat tertentu sebagai benda cagar buda-
ya dan atau situs ;

- Perlindungan dan pengamanan benda cagar
budaya dan situs sebagai sarana penunjang
kegiatan kebudayaan, pendidikan, peneli-
tian dan rekreasi ;

- Pemanfaatan benda cagar budaya dan situs

sebagai sarana penunjang, kegiatan kebu-

dayaan pendidikan, penelitian dan rekrea-
si.

13. Urusan untuk mendirikan dan menyelenggarakan
Sekolah-sekolah yang terdiri dari :

a. Usulan pemecahan, penghapusan dan/atau pe-
ngesahan Sekolah Dasar Negeri dan swasta ;
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14.

15.

16.

17-

18.

19.

20.

Pasal 1 huruf a s/d i

b. Pelaksanaan peneri

Dasar : pPenerimaan murid baru Sekolah
c. Pengelolaan keuangan penyelen

lah Dasar ? Y ggaraan Seko-
d. Pelaksanaan Tata Usaha Sekolah Dasar ;
Alat-alat perlengkapan sekolah Dasar ;

e.

£. Gedung-gedung, tanah, dan lapangan Sekolah
Dasar ;

g. Sebagian Urusan Administrasi Kepegawaian
tenaga pendidik/tenaga kependidikan Seko-
lah Dasar ;

lajaran Sekolah Dasar ;

h. Alat-alat Pe
Perpustakaan sekolah Dasar

i. Penyelenggaraan

Urusan Pembinaan Penyelenggaraan Sekolah-

sekolah Dasar Swasta H

Urusan tugas penyelenggaraan : .
a. Kursus pengetahuan umum dan keterampilan ;

b. Perpustakaan Umum Daerah Tingkat II 7

Urusan Tugas membina dan memajukan Kkegiatan
pemuda ; :

Urusan tugas membina, mema jukan dan melestari-

kan kesenian Daerah ;

Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah-seko-
1ah Dasar, kecuali Sekolah Latihan ;

Memberikan subsidi kepada Sekolah-sekolah Da-
sar Swasta ;

Melaksanakan segala urusan Yyang berhubungan
dengan penyelenggaraan Sekolah Dasar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas
Pasal 3 - : Cukup Jelas
Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 ayat (1) s/d (5) : Cukup Jelas
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Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

6 ayat (1) dan (2)
7

8

9

10

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
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KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 188.3/218A/1995
TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
11 BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 1995, 8 TAHUN 1995, 11

1995, 12 TAHUN 1995, 13 TAHUN 1995, 14 TAHUN
15 TAHUN 1995, 16 TAIIUN 1995, 17 TAHUN 1995, 18

1995
TAHUN 1995, 19 TAHUN 1995, 20 TAHUN 1995, 21 TAHUN
1995, 22 TAHUN 1995, 23 TAHUN 1995, 25 TAHUN 1995, 26

TAHUN 1995, 27 TAHUN 1995, 28 TAHUN 1995, 29 TAHUN
1995, 30 TAHUN 1995 DAN 31 TAHUN 1995.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat 1II
Banyumas tanggal 20 Maret 1995 Nomor :
188.3/1036/1995 perihal Permohonan
Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Banyumas ;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun
1995, 8 Tahun 1995, 11 Tahun 1995, 12
Tahun 1995, 13 Tahun 1995, 14 Tahun
1995, 15 Tahun 1995 , Nomor 16 Tahun
1995, 17 Tahun 1995, 18 Tahun 1995, 19
Tahun 1995, 20 Tahun 1995, 21 Tahun
1995, 22 Tahun 1995, Nomor 23 Tahun
1995, 25 Tahun 1995, 26 Tahun 1995, 27
Tahun 1995, 28 Tahun 1995, 29 Tahun
1995, 30 Tahun 1995 dan 31 Tahun 1995.

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesah-
kan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas dimaksud ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950

tentang Pembentukan Propinsi Jawa
Tengah ;
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2. Undang-undang Nomor 5 g
tentang Pokok-pokok Pemeriggghan197?
Daerah  (Lembaran  Negara pep 91
Indonesia Tahun 1974 Nomor 35 = miik
bahan Lembaran Negara Repubj i ind am-

sia Nomor 3037) ; One-
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1951 tentang Pelaksanaan Penyerahay,

Sebagian dari Urusan Pemerintap Pusat
dalam Lapangan Pertanian kepaga Pro-
pinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1951 Nopor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 121) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan
Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat
dalam Lapangan Kehewanan kepada Pro-
pinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 122) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun
1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan
Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat
dalam Lapangan Perikanan Darat kepada
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik 1Indonesia Tahun 1951 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 123) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan
Sebagian dari pada Urusan Pemerintah
Pusat dalam Lapangan Pendidikan,
Pengajaran dan Kebudayaan kepada
Propinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1951 Nomor 110, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indone-
sia Nomor 173) ;
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan
Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat
dalam Lapangan Sosial kepada
Propinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1952 Nomor 73, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indone-

sia Nomor 303) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
1975 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintah Pusat di  Bidang
Perkebunan Besar kepada Daerah
Tingkat I (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1975 Nomor 30, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indone-

sia Nomor 3060) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1979 tentang Penyerahan Sebagiar
Urusan Pemerintah dalam Bidang Kepa-
riwisataan kepada Daerah  Tingkat I
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3144);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
1986 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan di Bidang Pertam-
bangan kepada Daerah Tingkat I
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
1987 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kese-
hatan kepada Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1987
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara

[ ]

Republik Indonesia Nomor 3347) ;
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
1987 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan di Bidang Peker-
jaan Umum kepada Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1987
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3353) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
1990 tentang Penyerahan Sebagian
Uyusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan kepada
Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3410);

14. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun
1995 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua
puluh enam) Daerah Tingkat II Percon-
tohan (Lembaran ‘Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3590) 7

i Negeri Nomor

5. Keputusan Menteri Dalam
. 23p Tahun 1989 tentang Pedoman orga-
nisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan
paerah Tingkat II 7

] Negeri Nomor

16. Ke utusan Menteril pDalam r
39p Tahun 1992 tentand pedoman 0rga
nisasi Dinas paerah

]
I

i r

17. Keputusan Menteri Dalam Negerl ggg_
1995 tentand pedoman VuE%

paera Ting

44 Tahun
nisasi Dinas paerah pada

kat II pPercontohan

’ el
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18. Pertauran Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggl 19 Juli 1961 tentang Penyerahan
sebgglan dari urusannya dalam lapangan
Perikanan Darat kepada Daerah Tingkat
II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1963 Nomor

1) 3

19. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal 19 Juli 1961 tentang
Penyerahan sebagian dari  urusannya
dalam lapangan kehewanan kepada Daerah
Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun

1962 Nomor 37)

20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Ting-
kat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1990
tentang Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dalam Lapangan Pendidikan
dan Kebudayaan kepada Daerah Tk. I
(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Ting-
kat I Jawa Tengah Tahun 1990 Nomr 37);

21. Peraturan Daerah Propimnsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun
1992 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Perta-
nian Tanaman Pangan Kkepada Daerah
Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun

1993 Nomor 11);

22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Ting-
kat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1992
tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pe-
merintah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Bidang Perkebunan kepada
Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tahun 1993 Nomor 3);
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raturan Daerah Propinsi Daersp

23. i:t I Jawa Tengah Nomor 2 TahunTiggh
tentang Penyerahan Sebagian Urusap Pe5
merintah Propinsi Daerah Tingkat o
Jawa Tengah Di Bidang Lalu Lintag da
Angkutan Jalan, Pekerjaan Umyp Pengaf
iran, Pekerjaan Umum Bina Marga, Pek..
erjaan Umum Cipta Karya, Pertambangan_
Tenaga Kerja, dan Penambapan Penyera.
han Sebagian Urusan Pemerintah gj Big-
ang Kepariwisataan kepada Daerah Ting.
kat II (Lembaran Daerah Propinsi Dae

r-
ah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1995
Nomor 4) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Banyumas sebagai
berikut :

1. Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan, Organisasi dan Tatakerija
Dinas Pembangunan Desa, dengan
perubahan sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran I Keputusan ini.

2. Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Pertambangan, dengan peruba-
han  sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran II Keputusan ini.

3. Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan, Organisasi dan Tatakerja Di-
nas Kependudukan, dengan perubahan
Sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
IIT Keputusan inij.
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Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan,Organisasi dan Tatakerja Di-
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikul-
tgra, dengan perubahan sebagaimana
dlmagsgd dalam Lampiran IV Keputu-
san ini.

Nomor 13 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Perkebunan , dengan perubahan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran

V Keputusan ini.

Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pemben-

‘tukan, Organisasi dan Tatakerja -

Dinas Perhutanan dan Konservasi
Tanah, dengan perubahan sebagaimana
dimaksud dalam Lamplran VI Kepu-

tusan ini.

Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan, Organisasi dan  Tatakerja
Dinas Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, dengan perubahan sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran VII Kepu-

tusan ini.

Nomor 16 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengu-
saha Kecil, dengan perubahan seba-
gaimana dimaksud dalam Lampiran
VIII Keputusan ini.

Nomor 17 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan, Organisasi dan  Tatakerja
Dinas Perdagangan, dengan perubahan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran

IX Keputusan ini.
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T

10. Nomor 18 Tahun 1995 tentang pe n-
tukan, Organisasi dan Tatﬂkerj
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Kary,a
dengan perubahan sebagaimana dima..
sud dalam Lampiran X Keputusan ini

11. Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pember,.
tukan, Organisasi dan Tataker,
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
dengan perubahan sebagaimana dimak.
sud dalam Lamplran XI KePUtusan
ini.

12. Nomor 20 Tahun 1995 tentang Pembep.
tukan, Organisasi dan Tatakerja pj-
nas Pekerjaan Umum Pengairan, deng-
an perubahan sebagaimana dimaksyg
dalam Lampiran XII Keputusan inj,

13. Nomor 21 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Perindustrian, dengan pery-
bahan sebagaimana dimaksud dalap
Lampiran XIII Keputusan ini.

14. Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Tenaga Kerja, dengan peruba-
han sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran XIV Keputusan ini.

15. Nomor 23 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Sosial, dengan perubahan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
XV Keputusan ini.

16. Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pem-
bentukan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Transmigrasi dan Pemukiman
Perambah Hutan, dengan perubahan
Sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
XVI Keputusan ini.
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17. Nomor_ 26 Tahun 1995 tentang Orga-
nisasi dan Tatakerja Dinas Peri-
kanan, dengan perubahan sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran XVII Kepu-
tusan ini.

18. Nomor 27 Tahun 1995 tentang Orga-
nisasi dan Tatakerja Dinas Peterna-
kan, dengan perubahan sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran  XVIII
Keputusan ini.

19. Nomor 28 Tahun 1995 tentang Orga-
nisasi dan Tatakerja Dinas Penda-
patan Daerah, dengan perubahan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
XIX Keputusan ini.

20. Nomor 29 Tahun 1995 tentang Pemben-
tukan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Kesehatan, dengan peruba.i.?
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
XX Keputusan ini.

21. Nomor 30 Tahun 1995 tentang Orga-
nisasi dan Tatakerja Dinas Pariwi-
sata, dengan perubahan sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran XXI Kepu-

tusan ini.

22. Nomor 31 Tahun 1995 tentang Pem-
bentukan, Organisasi dan Tatakerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
dengan perubahan sebagaimana dimak-
sud dalam Lampiran XXII Keputusan

ini.
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Ditetapkan di Senm
Pada tanggal 10 Jgyj;

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH 77T
JAWA TENGAH,
Bidang I,
cap. ttd.

Drs. HARTONO

Salinan : Keputusan ini. disampaikan

kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;

2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri
di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar
Peraturan Daerah ;

3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas
di Purwokerto ;

4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas di Purwokerto ;

5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah
Banyumas di Purwokerto ;

6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat-Wilayahy/
Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

7. Kepala Biro Organisasi pada Sekretariat
Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

8. Kepala Biro Otonomi Daerah pada Sekretariat
Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

a:®kepgub

10

1 logg

T

9
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LAMPIRAN XXII : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 188.3/218A/1995
TANGGAL : 10 Juli 1995

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 31 TAHUN 1995 TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDIDI-

KAN DAN KEBUDAYAAN

1. Penamaan Peraturan Daerah dan diktum "Menetapkan"
pada akhir kalimat ditambahkan perkataan "KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS".

2. Konsiderans "Menimbang"

a. Huruf a, perktaan "Nomor ..... Tahun 1995
tentang ..... " diubah dan dibaca "Nomor 8 Tahun
1995".,

b. Huruf c¢, perkataan "perikanan" diubah dan
dibaca "pendidikan dan kebudayaan".

3. Dasar Hukum "Mengingat" :

a. Ditambahkan .2 (dua) dasar hukum baru yaitu
nomor 3 dan 12 (baru) sebagai berikut :

"3, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951
tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian
dari pada Urusan Pemerintah Pusat dalam
Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebu-
dayaan Kkepada Propinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 173)".

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingka¢ I
Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1990 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam

12.
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Lapangan Pendidikan dan Kebudayaan kepags,
Daerah Tingkat II  ( Lembaran Daeray,
Propinsi Daerah Tingkat I  Jawa Tengap,

Tahun 1990 Nomor 37) :
Selanjutnya nomor 3 s/d 10 (lama) diubap
dan dibaca nomor 4 s/d 1; (baru).

b. Nomor 6 (baru) diubah dan dibaca sebagai berj-
kut
"6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995
tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerin-
tahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerap
Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3590)

4. Pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut :
"Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas
pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah
dalam bidang yang menjadi tanggungjawabnya
meliputi Pendidikan Dasar, pengaturan subsidi,
Seni budaya Daerah, olah raga dan pemuda serta
tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah

atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah."

5. Pasal 4 diubah dan dibaca sebagai berikut :
"Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Di-
nas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :
a. menyiapkan pengaturan dan pemberian
subsidi/bantuan kepada Sekolah Dasar :
b. mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar i
C. mengatur dan mengurus penerimaan murid Sekolah
Dasar, keuangan, ketatausahaan, alat-alat per-
lengkapan dan pembangunan gedung Sekolah Dasar
dan Tenaga Teknis, uang sekolah, ijazah dan
Perpustakaan Sekolah Dasar/Rakyat ;
d. menggali, meneliti, mendokumentasikan dan
memelihara berbagai bentuk seni budaya 7
€. meningkatkan dan mengembangkan apresiasi 9an
senl budaya

.
’

|
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f. menyusun program penyediaan sarana, menginven-
tarisasikan, penyaluran dan merawat serta
mengawasi penggunaan sarana seni budaya ;

g. meningkatkan dan mengembangkan apresiasi seni
budaya dan menilai mutu seni budaya masyarakat;

h. menyelenggarakan dan membina kegiatan olah raga
dan kesenian di Sekolah serta bekerja sama
dengan Instansi lain dalam pengembangan kegia-
tan oleh raga dan kesenian sekolah ;

6. Pasal 5 diubah dan dibaca sebagai berikut :
"(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- Urusan Umum ;
- Urusan Kepegawaian ;
- Urusan Keuangan ;
- Urusan Perlengkapan dan Kerumahtanggaan;
c. Seksi Tenaga Kependidikan :
- Sub Seksi Tenaga Kependidikan T="nis ;
- Sub Seksi Tenaga Kependidikan Umum ;
- Sub Seksi Tenaga Kependidikan Luar Seko-
lah ;
- Sub Seksi Pendidikan Masyarakat ;
d. Seksi Subsidi Pengadaan dan Perlengkapan
Sekolah :
- Sub Seksi Alat Pelajaran ;
- Sub Seksi Pembukuan ;
- Sub Seksi Pengendalian Perpustakaan
Sekolah ; '
e. Seksli Kebudayaan :
- Sub Seksi Adat dan Penyelenggaraan
Kesenian ;
- Sub Seksi Pengendalian dan Inventarisasi
Benda Budaya ;
- Sub Seksi Permusiuman ;
f. Seksi Olah Raga dan Generasi Muda :
- Sub Seksi Olah Raga,Pelajar dan Pemuda ;
- Sub Seksi Bina Sarana Olah Raga Masyara-
kat;
- Sub Seksi Bina Prestasi dan Organisasi ;
- Sub Seksi Pendidikan Nasional ;
g. Cabang Dinas ;
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. UPTD ¢/ .
?. Kelompok Jabatan Fungsional.

selanjutnya ayat (3), (4), (5) dan (6)
g?ﬂbah dan dibaca ayat (2), (3), (4) danl??a
baru. )

7. Pasal 6 : . .
a. ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berjikyt :

"(1) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksyg
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a s/4 f g, :
Peraturan Daerah ini, diatur lebih 1anjut
dengan Keputusan Bupatil Kepala Daerahn,
b. Ayat (2), perkataan "Susunan" dihapus.
8. Ditambahkan Penjelasan Peraturan Daerah dan Penje-

lasan Pasal demi Pasal. .
9. Judul Lampiran Peraturan Daerah diubah dan dibaca

sebagal berikut :

"LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  DARRay
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 31 Tanuy

1995 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISAST
DAN TATAKERJA DINAS PENDIDIKAN pay
KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT

IT BANYUMAS".

10. Bagan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyu-
mas , agar disesuaikan dengan Bagan Organisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat II Per-
contohan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIII
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
1995 tentang Pedoman organisasi Dinas Daerah pada
Kabupaten Daerah Tingkat II Percontohan.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I,
Cap. ttd.

Drs. HARTONDO

e
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